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Pernyataan Penulis  Abstract 

Penulis menyatakan bahwa 
penelitian ini dilakukan 
tanpa adanya hubungan 
komersial atau keuangan 
yang dapat dianggap 
sebagai potensi konflik 
kepentingan. 

 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan 

konsep restorative justice dalam sistem penegakan hukum pidana di 

Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan hipotesis bahwa mekanisme 

berbasis adat dapat lebih memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat 

lokal dibanding sistem litigasi formal. 

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung 

dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen 

adat, serta literatur hukum terkait. Data dikumpulkan melalui analisis 

dokumen, observasi terhadap praktik penyelesaian perkara di masyarakat 

adat, dan wawancara dengan aparat kepolisian serta tokoh adat.  

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian 

perkara pidana melalui jalur adat, dengan fasilitasi oleh kepolisian, terbukti 

efektif dalam mendorong pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan 

masyarakat, serta menghasilkan kepuasan dan legitimasi sosial yang tinggi. 

Namun, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi kendala 

normatif akibat keterbatasan pengakuan dalam hukum positif nasional.  

Implikasi: Implikasi dari temuan ini merekomendasikan adanya 

harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta 

perlunya studi lanjut mengenai integrasi restorative justice pada perkara 

pidana berat dan di wilayah urban.  

Kata kunci: penegakan hukum; restorative justice; pidana 

Pendahuluan 

Penegakan hukum ideal dalam konteks negara hukum bertujuan mewujudkan keadilan, 

kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dalam doktrin hukum, keberadaan hukum tidak 

hanya sekadar norma yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus 

mampu merespons kebutuhan dan perkembangan sosial masyarakat. Teori-teori hukum seperti teori 

responsif dan teori hukum refleksif menegaskan perlunya sistem hukum yang mampu 

mengakomodasi kepentingan beragam kelompok masyarakat dengan berbagai stratifikasi sosial dan 
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nilai-nilai lokal yang berkembang, (Saputra, 2022). Hukum tidak boleh kaku dan hanya menjadi alat 

kekuasaan negara, tetapi harus menjadi sarana pemecahan masalah sosial yang konkret. 

Dalam realitasnya, penegakan hukum pidana di Indonesia masih banyak menghadapi 

tantangan fundamental, terutama dalam hal efektivitas dan keadilan substansial. Fenomena yang 

sering terjadi di wilayah hukum Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum positif kerap kali 

bertolak belakang dengan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat, (Yulianto & Muhammad, 

2021). Salah satu contohnya adalah berbagai kasus pidana ringan, seperti kasus nenek Minah dan 

pencurian-pencurian kecil lainnya, yang diproses secara formal hingga ke pengadilan, menimbulkan 

polemik serta kritik dari publik, akademisi, dan aktivis sosial. Hal ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara tujuan normatif hukum dengan kenyataan empiris di lapangan, (Attas et al., 2022). 

Problematika tersebut menjadi semakin kompleks ketika sistem peradilan pidana formal yang 

menekankan pada keadilan retributive yakni penghukuman terhadap pelaku kejahatan seringkali 

mengabaikan pemulihan kerugian korban dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. 

Padahal, doktrin keadilan restoratif menawarkan model penegakan hukum yang lebih inklusif dan 

berorientasi pada penyelesaian masalah secara dialogis, melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, 

(Heriyanto et al., 2024). Konsep ini telah mendapat perhatian khusus dari berbagai pemikir hukum 

sebagai alternatif yang dapat mengisi kekosongan atau kelemahan sistem peradilan pidana 

konvensional. 

Sejalan dengan perkembangan doktrin dan teori-teori hukum mutakhir, berbagai studi empiris 

di Indonesia juga mengungkapkan adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih penyelesaian 

non-litigasi dalam berbagai kasus pidana ringan. Studi Eva Achjani Sulfa, misalnya, menunjukkan 

mayoritas responden lebih memilih penyelesaian damai di tingkat kepolisian dan tidak melanjutkan 

perkara ke tahap penuntutan, (Sarasvati et al., 2021). Hal ini menjadi indikator kuat bahwa nilai-nilai 

keadilan restoratif sebenarnya telah berakar dalam budaya hukum masyarakat Indonesia, meskipun 

belum sepenuhnya mendapat legitimasi dalam kerangka hukum formal nasional. Restorative justice 

tidak hanya dipandang sebagai model yang mengedepankan pemulihan bagi korban dan pelaku, 

melainkan juga menjadi refleksi dari living law yang berkembang dalam kehidupan masyarakat adat 

di berbagai daerah di Indonesia, (Ilyas et al., 2022). Berbagai penelitian dan praktik di Papua, Bali, 

Toraja, Minangkabau, serta komunitas adat lainnya menunjukkan keberhasilan mekanisme 

penyelesaian konflik berbasis adat yang mengutamakan perdamaian, pemulihan, dan rekonsiliasi, 

tanpa melibatkan aparat penegak hukum negara secara dominan. 

Namun, terdapat keterbatasan mendasar dalam adopsi keadilan restoratif ke dalam sistem 

hukum nasional. Penelitian-penelitian mutakhir masih menemukan adanya resistensi struktural, baik 

dari sisi substansi hukum positif yang masih berorientasi pada keadilan retributif, maupun dari sisi 

struktur kelembagaan yang cenderung konservatif dan birokratis. Hukum pidana positif Indonesia 

yang berbasis KUHP dan KUHAP secara substansial belum mengakomodasi konsep restorative justice 

secara utuh, sehingga implementasinya seringkali hanya bersifat informal dan belum memiliki 

kekuatan hukum mengikat, (Wibowo, 2021). 

Isu hukum yang mencuat kemudian adalah: sejauh mana konsep restorative justice dapat 

diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana nasional, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki 

kearifan lokal yang kuat seperti Kabupaten Pegunungan Bintang. Apakah pendekatan ini hanya dapat 

diterapkan secara kasuistik dan terbatas pada wilayah-wilayah adat, ataukah dapat dirumuskan dalam 

norma hukum formal yang lebih universal? Bagaimana harmonisasi antara hukum positif dan hukum 

adat dalam mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia?. 

Kesenjangan antara teori dan praktik menjadi salah satu tantangan utama dalam penelitian hukum di 

Indonesia. Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti keterbatasan peran hukum formal dalam 

menyelesaikan konflik sosial secara berkelanjutan. Penelitian-penelitian ini juga menyoroti bahwa 

sistem hukum yang rigid dan sentralistik kerap kali gagal mengakomodasi nilai-nilai lokal serta 

kebutuhan masyarakat yang dinamis, (Rasya & Triadi, 2024). Oleh karena itu, penting untuk 
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melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pola integrasi antara prinsip-prinsip hukum 

modern dan nilai-nilai adat dalam konteks penegakan hukum pidana. 

Minimnya perhatian terhadap keberadaan hukum adat sebagai sumber inspirasi dalam 

pembaruan sistem peradilan pidana menjadi hambatan tersendiri. Padahal, dalam beberapa regulasi 

seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, sudah terdapat ruang 

legitimasi bagi praktik peradilan adat yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif 

(Musaad, 2022). Namun, praktik di lapangan seringkali menghadapi kendala dualisme hukum serta 

keterbatasan akses dan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola mekanisme penyelesaian 

konflik berbasis lokal. Secara empiris, praktik restorative justice di Kabupaten Pegunungan Bintang, 

Papua, menunjukkan bahwa kolaborasi antara polisi dan tokoh adat dalam menyelesaikan perkara 

pidana telah berjalan secara efektif, meskipun belum sepenuhnya diakui secara hukum formal. Proses 

penyelesaian melalui denda adat, perdamaian keluarga, serta keterlibatan masyarakat luas, menjadi 

bukti kuat bahwa pendekatan hukum yang partisipatif dan dialogis lebih diterima oleh masyarakat 

ketimbang prosedur litigasi yang panjang dan berbelit, (Elmayanti et al., 2020). 

Temuan-temuan tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu 

hukum, khususnya dalam kajian integrasi antara teori hukum modern dan praktik hukum adat. 

Pengalaman empiris di Kabupaten Pegunungan Bintang dapat menjadi model yang layak untuk 

direplikasi di wilayah lain di Indonesia, tentunya dengan memperhatikan kekhasan sosial, budaya, 

dan politik setempat. Oleh karena itu, riset yang mendalam tentang pola-pola integrasi ini sangat 

dibutuhkan untuk memperkaya wacana pembaruan hukum pidana nasional. Selain aspek empiris, 

kajian normatif juga diperlukan guna mengidentifikasi kelemahan-kelemahan regulasi yang ada dan 

merumuskan strategi reformasi hukum pidana yang lebih responsif. Salah satu tantangan utama 

adalah memastikan bahwa pembaruan regulasi tidak sekadar bersifat kosmetik, tetapi benar-benar 

mampu mengakomodasi kebutuhan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat. Di sisi lain, 

proses harmonisasi hukum antara pusat dan daerah, termasuk penguatan otonomi daerah dalam 

pengelolaan sistem peradilan adat, juga menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. 

Dalam kerangka besar penegakan hukum nasional, keberhasilan integrasi prinsip-prinsip 

restorative justice tidak hanya bergantung pada pembaruan substansi hukum, tetapi juga pada 

perubahan paradigma penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas, (Miftahuddin, 2023). 

Diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk membangun budaya hukum yang lebih humanis, 

partisipatif, dan inklusif, sehingga sistem hukum nasional benar-benar dapat berfungsi sebagai alat 

rekayasa sosial yang efektif. Maka dari itu, penelitian ini berangkat dari permasalahan praktis dan 

teoritis terkait penegakan hukum pidana di Indonesia yang masih didominasi oleh pendekatan 

retributif dan minim keterlibatan masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengakuan 

terhadap praktik hukum adat yang berorientasi pada keadilan restoratif sebagai model alternatif yang 

lebih relevan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia saat ini. 

Keterbatasan studi-studi sebelumnya dalam mengangkat tema integrasi hukum modern dan 

hukum adat menjadi dasar perlunya riset lebih lanjut yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga 

empiris. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum nasional serta memberikan 

rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem peradilan pidana yang 

lebih inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan analisis kesenjangan yang telah diuraikan, penelitian ini 

berupaya menjawab pertanyaan mendasar terkait bagaimana pola integrasi prinsip-prinsip restorative 

justice dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya di wilayah yang memiliki tradisi 

hukum adat yang kuat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang 

yang ada, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik penegakan hukum 

pidana nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang memadukan 

studi normatif, empiris, dan sosiologis, guna merumuskan model integrasi hukum adat dan hukum 

positif dalam kerangka restorative justice. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam 

menyelesaikan konflik pidana yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan 

hubungan sosial di masyarakat Indonesia yang multikultural. 
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Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dipilih untuk menjawab secara 

komprehensif permasalahan serta batasan masalah terkait integrasi konsep restorative justice dalam 

sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada wilayah dengan tradisi hukum adat yang kuat 

seperti Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian ini didesain untuk mengkaji dan menganalisis 

berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, serta sumber hukum primer, sekunder, dan tersier 

yang relevan dengan topik penegakan hukum berbasis keadilan restoratif. Subjek penelitian meliputi 

regulasi nasional, produk hukum daerah, serta dokumen-dokumen adat yang memiliki keterkaitan 

dengan mekanisme penyelesaian konflik secara non-litigasi. Pengumpulan data dilakukan melalui 

studi kepustakaan dengan menelaah literatur berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian 

terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen dan laporan praktik restorative justice, 

baik dalam konteks hukum positif maupun hukum adat. Seluruh data dianalisis secara kualitatif 

dengan teknik analisis preskriptif, yang bertujuan untuk merumuskan temuan dan rekomendasi 

berbasis pada identifikasi norma, praktik, serta hambatan integrasi restorative justice dalam sistem 

hukum pidana nasional. Prosedur penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan agar dapat 

direplikasi oleh peneliti lain, serta menghasilkan gambaran yang utuh dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, wacana mengenai penerapan restorative 

justice menjadi semakin relevan seiring dengan kebutuhan masyarakat akan keadilan yang lebih 

humanis dan solutif. Secara konseptual, restorative justice merupakan paradigma baru yang 

menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai orientasi utama, 

bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku kejahatan, (Ilyas et al., 2022). Model ini diadopsi 

dari nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam 

penyelesaian konflik berbasis hukum adat yang menekankan pada rekonsiliasi, perdamaian, dan 

restitusi. Teori hukum refleksif yang dikemukakan oleh Gunther Teubner menjadi salah satu kerangka 

teoritis utama dalam membedah praktik restorative justice, di mana hukum diposisikan sebagai sistem 

yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat tanpa 

kehilangan legitimasi dan kepastian hukumnya, (Bintang, 2021). 

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan bahwa 

mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui jalur adat telah menjadi praktik yang diterima dan 

terbukti efektif dalam menciptakan keadilan substantif di masyarakat. Proses penyelesaian konflik 

pidana melalui forum adat lebih menitikberatkan pada dialog antara pelaku dan korban, disertai 

dengan pemberian ganti rugi berupa denda adat, biasanya dalam bentuk hewan ternak atau 

kompensasi material lain yang disepakati kedua belah pihak, (Zaini et al., 2020). Praktik ini tidak hanya 

mempercepat proses pemulihan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial serta mengurangi risiko 

balas dendam yang kerap muncul dalam penyelesaian litigasi formal. Hasil temuan ini menegaskan 

bahwa eksistensi hukum adat tetap vital, bahkan di tengah dominasi hukum positif nasional. 

Dari perspektif struktur hukum, meskipun KUHP dan KUHAP sebagai hukum positif di 

Indonesia masih berorientasi pada retributive justice, namun pada tataran implementasi di tingkat 

lokal, penyidik kepolisian sering kali lebih memilih fasilitasi penyelesaian perkara secara kekeluargaan 

sesuai dengan permintaan masyarakat. Polisi dalam hal ini berperan sebagai mediator, sementara 

keputusan final tetap berada di tangan tokoh adat dan pihak yang bersengketa. Pendekatan ini dinilai 

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat peran hukum sebagai 

instrumen rekayasa sosial yang adaptif, (Taufiq et al., 2017). Dengan demikian, terdapat sinergi yang 

baik antara hukum negara dan hukum adat dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan. 
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Temuan lain yang cukup signifikan adalah terjadinya pengakuan hukum positif terhadap 

mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat dalam regulasi khusus, seperti yang tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua serta sejumlah peraturan 

daerah yang mengakui eksistensi dan kewenangan peradilan adat, (Simarmata, 2021). Legitimasi ini 

semakin menguatkan posisi restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang 

tidak hanya sah, tetapi juga efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Kebijakan ini 

juga merepresentasikan upaya pemerintah untuk mengakomodasi pluralisme hukum di Indonesia 

yang multikultural. 

Dari sisi teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, ketiga elemen 

utama yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum sangat berpengaruh dalam 

keberhasilan implementasi restorative justice, (Sunarmi, Marlina, Olma Fridoki, Alvi Syahrin, 2022). 

Substansi hukum nasional yang belum secara eksplisit mengatur keadilan restoratif memang masih 

menjadi kendala, namun secara struktural, peran polisi dan tokoh adat sebagai fasilitator memberikan 

celah bagi berkembangnya mekanisme non-litigasi. Sementara itu, kultur hukum masyarakat 

Indonesia yang masih kuat berpegang pada nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan menjadi faktor 

pendukung utama dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana berbasis musyawarah. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Kabupaten Pegunungan 

Bintang telah memberikan efek positif berupa peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

penegakan hukum, pengurangan angka residivisme, serta terciptanya suasana sosial yang lebih 

harmonis. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat lebih puas dengan hasil penyelesaian perkara 

yang dicapai melalui jalur adat, karena tidak hanya memberikan ruang bagi pemulihan korban, tetapi 

juga menghindari stigmatisasi pelaku. Kondisi ini sejalan dengan tujuan utama restorative justice yaitu 

menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sosial. Namun, penerapan restorative 

justice di lapangan juga menghadapi sejumlah kendala, terutama dari segi legitimasi hukum dan 

keterbatasan ruang lingkup penerapannya. Hukum positif nasional yang cenderung rigid membatasi 

penerapan keadilan restoratif pada perkara-perkara tertentu saja, dan belum menjadikannya sebagai 

bagian integral dari sistem peradilan pidana, (Setiawan, 2022). Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat 

penegak hukum dan tokoh adat dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip 

restorative justice juga menjadi tantangan tersendiri yang perlu mendapat perhatian dalam upaya 

reformasi hukum ke depan. 

Konstruksi hukum yang ideal untuk penerapan restorative justice adalah dengan membangun 

integrasi yang sinergis antara hukum positif dan hukum adat, serta memperluas pengakuan normatif 

terhadap mekanisme penyelesaian perkara secara non-litigasi. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui 

pembaruan regulasi nasional yang responsif, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan peran 

masyarakat dalam proses penegakan hukum. Hanya dengan pendekatan interdisipliner dan 

kolaboratif, restorative justice dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan yang 

substantif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. 

 

Diskusi 

Pembahasan mengenai penerapan konsep restorative justice dalam penegakan hukum pidana 

di Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan dinamika yang kompleks antara norma hukum 

positif, kearifan lokal, serta kebutuhan masyarakat akan keadilan substantif. Temuan utama dari hasil 

penelitian mengindikasikan bahwa mekanisme penyelesaian konflik pidana secara adat lebih mampu 

memenuhi ekspektasi masyarakat dibandingkan dengan sistem litigasi formal. Hal ini didukung oleh 

fakta bahwa masyarakat lokal cenderung memilih forum adat karena prosesnya lebih cepat, biaya 

rendah, serta menghasilkan keputusan yang berorientasi pada pemulihan dan harmoni sosial, 

ketimbang sekadar penghukuman. 

Data hasil observasi dan wawancara yang diolah menunjukkan bahwa mayoritas perkara 

pidana ringan di Kabupaten Pegunungan Bintang diselesaikan melalui kesepakatan antara pelaku, 

korban, dan tokoh adat, dengan polisi bertindak sebagai fasilitator. Proses ini menghasilkan bentuk 
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ganti rugi berupa denda adat, yang dalam tradisi setempat sering diwujudkan melalui pembayaran 

hewan ternak atau sejumlah uang sesuai kesepakatan bersama. Penyelesaian seperti ini tidak hanya 

menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat solidaritas serta rasa keadilan kolektif, sehingga 

potensi terjadinya residivisme atau konflik susulan menjadi sangat kecil. 

Salah satu temuan penting yang muncul adalah legitimasi sosial dari mekanisme penyelesaian 

adat. Keputusan yang dihasilkan dari forum adat tidak hanya diterima oleh para pihak yang 

bersengketa, tetapi juga oleh komunitas secara luas. Legitimasi ini jauh melampaui otoritas formal 

sistem peradilan negara, yang seringkali dianggap asing dan tidak berpihak pada kepentingan 

masyarakat lokal, (Khairuddin, 2021). Fakta ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi masyarakat 

dari retributive justice menuju restorative justice, sejalan dengan hipotesis awal bahwa nilai-nilai 

kearifan lokal lebih mudah diterima karena sesuai dengan struktur sosial masyarakat Pegunungan 

Bintang. 

Keberhasilan penerapan restorative justice dalam konteks lokal ini tidak terlepas dari peran 

kunci tokoh adat dan polisi sebagai mediator yang dipercaya masyarakat, (Haga et al., 2023). Data hasil 

analisis memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui 

jalur adat mencapai lebih dari 80%, berdasarkan survei responden korban dan pelaku tindak pidana. 

Tingginya tingkat kepuasan ini menjadi indikator kuat bahwa pendekatan restoratif lebih adaptif 

terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, sekaligus memberikan ruang dialog dan negosiasi yang 

jarang dijumpai dalam sistem peradilan formal. Selain itu, implementasi restorative justice dalam 

penyelesaian perkara pidana ringan telah mampu mengurangi beban perkara di kepolisian dan 

lembaga peradilan. Dari data yang dihimpun, hanya sebagian kecil kasus yang akhirnya masuk ke 

ranah pengadilan, sementara sebagian besar telah diselesaikan di tingkat kepolisian dengan 

mengedepankan mekanisme damai dan musyawarah, (Rado et al., 2019). Efektivitas ini secara langsung 

berkontribusi pada efisiensi penegakan hukum dan mengurangi waktu serta biaya proses peradilan 

yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. 

Hasil penelitian memperlihatkan adanya sinkronisasi antara tujuan keadilan substantif yang 

diharapkan masyarakat dengan prinsip-prinsip restorative justice. Dalam setiap penyelesaian perkara, 

pelaku diwajibkan untuk meminta maaf, membayar ganti rugi, serta ikut dalam ritual adat yang 

bertujuan memulihkan keharmonisan sosial, (Miftahuddin, 2023). Proses-proses ini memperkuat 

hipotesis bahwa pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat adalah tujuan utama 

penegakan hukum yang berbasis kearifan lokal. Namun, penelitian juga menemukan beberapa 

tantangan dalam penerapan restorative justice, terutama terkait dengan legitimasi formal di mata 

hukum positif nasional. Dalam beberapa kasus, terutama tindak pidana berat atau kasus yang 

melibatkan kepentingan publik luas, mekanisme adat mengalami keterbatasan karena belum 

sepenuhnya mendapat pengakuan dan perlindungan hukum formal. Hal ini menjadi catatan penting 

bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum positif masih membutuhkan penguatan pada tataran 

normatif agar tidak menimbulkan dualisme hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat. 

Keterbatasan lain yang diidentifikasi adalah variasi kemampuan dan pemahaman aparat 

kepolisian maupun tokoh adat dalam mengelola proses restorative justice. Tidak semua aparat telah 

memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip dan prosedur penyelesaian berbasis keadilan 

restoratif. Sebagian besar praktik masih berjalan secara informal tanpa standar operasional yang jelas, 

sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan ketidakadilan pada kasus-kasus tertentu. Hal ini 

menjadi dasar perlunya pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut bagi para aktor kunci yang terlibat. 

Dari sisi kebijakan, penelitian ini mengungkapkan bahwa pengakuan formal atas mekanisme 

penyelesaian adat melalui peraturan daerah maupun regulasi nasional seperti UU Otonomi Khusus 

Papua telah memberikan legitimasi lebih kuat bagi praktik restorative justice, (Muliyono et al., 2023). 

Kebijakan ini di satu sisi memberikan ruang inovasi hukum yang berakar pada nilai-nilai lokal, namun 

di sisi lain juga mengharuskan adanya pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaannya tetap sejalan 

dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan 
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pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas mekanisme 

penyelesaian berbasis adat. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan restorative justice tidak hanya 

berdampak pada individu pelaku dan korban, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap kohesi 

sosial, penguatan solidaritas, serta peningkatan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak 

hukum. Penyelesaian konflik secara damai mendorong masyarakat untuk lebih partisipatif dalam 

menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan 

pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi, (halisa & Halisa, 2022). Data yang diperoleh juga 

menunjukkan bahwa restorative justice di Kabupaten Pegunungan Bintang cenderung lebih efektif 

diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat, di mana struktur sosial dan norma 

kolektif masih sangat kuat. Sebaliknya, pada masyarakat perkotaan atau daerah yang lebih heterogen, 

efektivitas mekanisme ini cenderung menurun karena adanya perbedaan nilai, tingkat kepercayaan, 

dan pola hubungan sosial yang lebih longgar. Hal ini menjadi catatan penting bahwa konteks sosial 

dan budaya merupakan faktor penentu utama keberhasilan implementasi restorative justice. 

Temuan penelitian ini merekomendasikan adanya pembaruan hukum pidana nasional yang 

secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif, serta memperluas ruang 

partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Integrasi formal antara hukum adat dan 

hukum negara akan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan relevan dengan dinamika 

sosial Indonesia yang pluralistik. Interpretasi atas hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa 

restorative justice berpotensi besar sebagai instrumen utama pembaruan hukum pidana di Indonesia. 

Hal ini didukung oleh keberhasilan praktik serupa di berbagai daerah lain yang memiliki karakteristik 

sosial budaya yang mirip, seperti Bali, Toraja, dan Minangkabau. Kendati demikian, keberhasilan 

tersebut tetap harus diikuti dengan komitmen pembuat kebijakan untuk menyesuaikan regulasi serta 

memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. 

Sebagai refleksi atas hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa restorative justice telah 

memberikan solusi efektif bagi penyelesaian perkara pidana ringan dan moderat, sekaligus 

mengurangi beban perkara di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun, untuk kasus-kasus 

berat dan kejahatan yang bersifat sistemik, mekanisme ini memerlukan pengawasan ketat dan 

kolaborasi erat antara aktor negara dan komunitas lokal, agar prinsip keadilan substantif dan 

perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga. 

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan sistem hukum pidana nasional yang 

tidak sekadar mengadopsi model-model dari luar, tetapi juga menumbuhkembangkan potensi-potensi 

lokal sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya 

dialog interdisipliner antara hukum, sosiologi, dan antropologi hukum, agar konsep keadilan yang 

dibangun benar-benar berakar pada kebutuhan nyata masyarakat. Mekanisme restorative justice di 

Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dijadikan model replikasi bagi daerah lain, asalkan dilakukan 

adaptasi terhadap karakteristik sosial dan budaya masing-masing wilayah. Pembaruan regulasi yang 

inklusif, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tokoh adat, serta penguatan pengawasan menjadi 

prasyarat utama untuk keberhasilan implementasi keadilan restoratif secara nasional. Keberhasilan 

mekanisme restorative justice dalam penegakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh regulasi 

dan struktur formal, tetapi sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan dan keterlibatan masyarakat. 

Oleh karena itu, pembaruan hukum nasional ke depan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek 

utama, bukan sekadar objek dari penegakan hukum, agar sistem hukum yang dibangun benar-benar 

mampu mewujudkan keadilan yang berkelanjutan dan bermartabat. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap penerapan restorative justice dalam penegakan 

hukum pidana di Kabupaten Pegunungan Bintang, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme 

penyelesaian perkara berbasis adat telah terbukti lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan keadilan 

substantif masyarakat lokal. Integrasi antara hukum adat dan peran kepolisian sebagai fasilitator telah 
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menghasilkan penyelesaian perkara yang tidak hanya mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi 

antara pelaku, korban, dan masyarakat, tetapi juga berhasil memperkuat legitimasi sosial terhadap 

hasil keputusan yang dicapai. Temuan ini sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, 

bahwa model keadilan restoratif mampu merespons kebutuhan sosial dan kultural masyarakat yang 

selama ini kurang terakomodasi dalam sistem peradilan pidana formal. 

Nilai utama dari penelitian ini terletak pada kontribusi teoritis dan praktisnya terhadap 

pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Dari sisi keilmuan, studi ini memperkaya wacana tentang 

pluralisme hukum dan relevansi living law dalam pembaruan hukum pidana nasional. Dari sisi 

kebijakan, penelitian ini memberikan dasar argumentatif untuk mendorong harmonisasi antara hukum 

negara dan hukum adat, sekaligus merekomendasikan perlunya reformasi regulasi agar semakin 

adaptif dan inklusif terhadap praktik penyelesaian konflik berbasis komunitas. Keaslian studi ini 

tampak pada fokusnya terhadap praktik nyata di Kabupaten Pegunungan Bintang, yang selama ini 

jarang terangkat secara komprehensif dalam kajian hukum nasional. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kasus yang diteliti, yang lebih banyak 

terfokus pada perkara pidana ringan di wilayah masyarakat adat dengan struktur sosial yang masih 

kuat. Penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam penerapan restorative justice pada perkara 

pidana berat atau di daerah urban yang lebih kompleks. Untuk itu, agenda penelitian ke depan perlu 

diarahkan pada kajian komparatif di wilayah lain serta analisis terhadap mekanisme integrasi hukum 

adat dan hukum positif dalam penanganan kasus yang bersifat multikompleks. Keterbatasan ini 

menjadi peluang bagi pengembangan riset lanjutan yang dapat memperkaya perspektif dan 

memperluas aplikasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. 
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